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1. Analisis Data Hasil Survey HarianKepuasanMasyarakat

No. | MejaLayanan SatuanKerja IndeksKepuasan RekamPenilaian
Yang Dinilai
1. | HUKUM PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS | Kamis, 3 November 2022 | 09:10:10
PANGKALAN BUN WIB
2. | PIDANA PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS Senin, 7 November 2022 | 08:50:30
PANGKALAN BUN WIB
3. | PIDANA PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS Senin, 7 November 2022 | 08:52:26
PANGKALAN BUN WIB
4. | HUKUM PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS | Senin, 7 November 2022 | 14:32:03
PANGKALAN BUN WIB
5. | HUKUM PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS | Senin, 7 November 2022 | 14:35:54
PANGKALAN BUN WIB
6. | PERDATA PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS Senin, 7 November 2022 | 14:41:19
PANGKALAN BUN WIB
7. | PIDANA PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS Rabu, 9 November 2022 | 08:56:11
PANGKALAN BUN WIB
8. | PIDANA PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS Rabu, 9 November 2022 | 08:59:36
PANGKALAN BUN WIB
9. | PIDANA PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS Jumat, 11 November 2022 | 08:46:23
PANGKALAN BUN WIB
10. | HUKUM PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS Senin, 14 November 2022 | 10:03:40
PANGKALAN BUN WIB
11. | HUKUM PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS Senin, 14 November 2022 | 10:07:51
PANGKALAN BUN WIB
12. | PERDATA PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS Senin, 14 November 2022 | 10:26:46
PANGKALAN BUN WIB
13. | HUKUM PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS Selasa, 15 November 2022 | 10:47:44
PANGKALAN BUN WIB
14. | HUKUM PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS Selasa, 15 November 2022 | 10:54:27
PANGKALAN BUN WIB
15. | PIDANA PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS Senin, 21 November 2022 | 08:43:59
PANGKALAN BUN WIB
16. | PERDATA PENGADILAN NEGERI SANGAT PUAS | Senin, 28 November 2022 | 14:09:35
PANGKALAN BUN WIB
2. AssesmentMeja PTSP Perbagian
No. LayananMeja PTSP Frekuensi %
1 KepaniteraanPidana 38 %
2. KepaniteraanHukum 43 %
3. KepaniteraanPerdata 19 %
4 UmumdanPersuratan 0%
Jumlah 16% 100 %




. Hasil Survey KepuasanMasyarakat

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.H.

Ketua Tim Survéi

NIP. 19880927 201101 1 005

Layanan Frekuensi %
1. SangatPuas 16 100%
2. Puas 0 0%
3. KurangPuas 0 0%
4, TidakPuas 0 0%
Jumlah 16 100 %
Pangkalan Bun, 30 November 2022
Mengetahui Panitera Muda Hukum

HARIYANTO
NIP. 19750115 199403 1 002




LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
SURVEI HARIAN KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
BulanNovemberTahun 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Seiringdengantuntutanmasyarakatdalamhalpelayanan,
penyelenggarapelayananpublik,
khususnyaBadanPeradilandituntutuntukmemenuhiharapanmasyarakatdala
mmelakukanperbaikanpelayanan. Pelayananpublik yang
dilakukanolehBadanPeradilansaatinibelumtentumemenuhiharapanmasyara
katdalammemberikanpelayanankepadamasyarakatuntukmemenuhidanmem
fasilitasikepentingandankebutuhanmasyarakat, salahsatuupaya yang
harusdilakukanadalahevaluasiterhadappelayananpublikbadanperadilandeng
ancaramelakukanSurveiKepuasanMasyarakatkepadapenggunalayanan.

MahkamahAgungRepublik Indonesia danBadanPeradilan di
bawahnyasenantiasaberupayamembanguncitrapositifperadilanmelaluiberba
gaikebijakanpembaruanuntukmewujudkanpengadilan yang agung (Court
of Excellence).
KebijakaninisebagaimanatertuangdalamdokumenPerencanaanJangkaPanja

ngBadanPeradilan Indonesia, yang dinamakanCetakBiru (Blue Print)

PembaruanPeradilan Indonesia 2010-2035.
CetakBiruinimerupakanpenyempurnaandariCetakBiru yang
diterbitkantahun 2003,

gunalebihmempertajamarahdanlangkahdalammencapaicita-
citapembaruanbadanperadilansecarautuh.PenyusunanCetakBiruinidengan
menggunakanpendekatankerangkapengadilan ~ yang unggul (The
Framework of Courts Excellence). Kerangkainiterdiridari 8 (delapan)
area "Peradilan yang Agung" yang dibagikedalam 3 (tiga) fungsi,
yaitu: pengarah/pengendali (driver), sistemdanpenggerak (system and

enabler), danhasil (result).



Untukitu, = MahkamahAgung RI  mempunyai  program
AkreditasiPenjaminMutuPeradilanUmumsertaReformasiBirokrasi di
lingkunganSadanPeradilanUmum,
salahsatuprogramnyaadalahmelaksanakan ~ Survey KepuasanMasyarakat

yang berdasarkanpada Surat Dirjen BADILUM tanggal 13 April

2016 Nomor :520/DJU/PS.02/4/2016, yang
mengacupadaPeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara
danReformasiBirokrasi, Nomor 14 Tahun 2017

tentangPedomanSurveiKepuasanMasyarakatTerhadapPenyelenggaraPelay

ananPublik.

B. DasarHukum
Pelaksanaan Survey KepuasanMasyarakat di

PengadilanNegeriPangkalan

Bundidasarkanpadaaturandanketentuansebagaimanaberikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009
tentangPerubahanKeduaatasUndangs UndangNomor 14 Tahun 1985
tentangMahkamahAgung;

2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009
tentangKekuasaanK ehakiman;

3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009
tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangRepublik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilanUmum,;

4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008
tentanglnformasindanTransaksiElektronik;

5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008
tentangKeterbukaanlnformasiPublik;

6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik;

7. PeraturanPresidenNomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaanUndang-
UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik;

8. PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004

tentangPenyelegaraanPelayananTerpaduSatuPintu;



10.

11

12,

13.

14.

15

16.

17.

SK KMA RI No. 1-144/KMA/SK/1/2011
tentangPedomanPelayananinformasi di Pengadilan;

SK KMA RI No. 026/KMA/SK/1/2012
tentangStandarPelayananPeradilan;

Surat Keputusan Wakil KetuaMahkamahAgungRepublik Indonesia
Bidang Non YudisialNomor 01/WKMA-NY/1/2009
tentangPedomanPelayananinformasipadaMahkamahAgungRepublik
Indonesia;

PeraturanMenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017
tentangPedomanPenyusunanSurveiKepuasanMasyarakat Unit
PenyelenggaraPelayananPublik;

PeraturanMenpan-RB Nomor 10 Tahun 2019
tentangPerubahanatasPeraturanMenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014
tentangPedoman Pembangunan Zona Integritasmenuju Wilayah
BebasdariKorupsidan Wilayah BersihMelayani di
LingkunganlnstansiPemerintah;

PeraturanMenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020
tentangEvaluasiPelaksanaanReformasiBirokrasi;

Surat  DirekturJenderalBadanPeradilanUmum MARI
Nomor520/0J U/PS.02//4/2016
tentangSurveilndeksKepuasanMasyarakat;

SK DirekturJenderalBadanPeradilanUmumMahkamahAgungRepublik
Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021
tentangPemberlakuanAplikasiLayananElektronik Terpadu (Lentera),
AplikasiSurveiPelayananElektronik (SiISUPER)
danApiikasiPengawasanElektronikEksekusi (PERKUSI) di
LingkunganPeradilanUmum;

SK
DirekturJenderalSadanPeradilanUmumMahkamahAgungRepublikIndon
esia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021

tentangPedomanPelaksanaanSurveidan Tata Cara



PenggunaAplikasiSurveiPelayananElektronik (SISUPER)

padaDirektoratJenderalBadanPeradilanUmumdanPeradilanDibawahnya.

C. Tujuan
Surveikepuasaanmasyarakat di PengadilanNegeriPangkalan Bun
inibertujuanuntuk:
1. Mengetahuikelemahanataukekuatandarimasing-masing unit

penyelenggarapelayananpublik.

. Mengukursecaraberkalapenyelenggaraanpelayanan yang
telahdilaksanakanoleh unit pelayananpublik ;
. Sebagaibahanpenetapankebijakan yang

perludiambildanlangkahperbaikanpelayanan;
Sebagaiumpanbalikdalammemperbaikilayanan.
Masyarakatterlibatsecaraaktifmengawasipelaksanaanpenyelenggaraanpe

layananpublik.

D. RuangLingkup

RuanglingkupSurveikepuasaanmasyarakatiniterbataspadapenggunalayanan

PTSP PengadilanNegeriPangkalan Bun yang

telahdihimpunmelaluiaplikasisurveipelayananelektronik (SISUPER).



BAB II

TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
SURVEI HARIAN KEPUASAN MASYARAKAT

PENGGUNA LAYANAN
Dari Hasil SKM harian yang
telahdilakukanpadabulanNovemberTahun 2022  diperolehhasil  survey
sebagaiberikut:
A. Monitoring
Hasil Survey HarianKepuasanMasyarakat :
No. Layanan Frekuensi %
1. SangatPuas 16 100%
2 Puas 0 0%
3: KurangPuas 0 0%
4. TidakPuas 0 0%
Jumlah 16 100 %
B. TindakLanjut
Telahdiuraikandiatasuraiantentang monitoring danevaluasi

Survey HarianKepuasanMasyarakatpadaPengadilanNegeriPangkalan Bun
NovemberTahun 2022.

memberipenilaian

Pangkalan Bun

kepadapenggunalayananpengadilan.

C. Rekomendasi

Dapatdilihatdaril6 orang responden survey

“SangatPuas”,

dandalampelaksanaannyatidakmengalamikendalasehinggaPengadilanNegeri

senantiasadapatmemberikanpelayanan

prima




WaktuPenyelesaian

WaktuPenyelesaian,
haruslebihditingkatkandenganmemberikanpengertiansemudah-
mudahnyatentangprosedurbagimasyarakat /
penggunalayananPengadilan, agar
masyarakatlebihpahamtentangprosedur di Pengadilan, dankerjasama

yang baikdenganinstansiterkaittentangwaktupelayanan.

. PerilakuPelaksana

Agar sikappetugasdalammemberikanpelayananlebihramah,
sabardenganpenerapanbudayapelayanan 5 S (senyum, salam, sapa,
santun,sigap)
hinggapenggunalayananmerasalebihnyamandanmerasadiprioritaskan
denganbaik.

. KompetensiPelaksana

Kompetensipelaksanasangatberpengaruhterhadappelayanankepada
masyarakat,
kurangnyakopetensipelaksanaakanmengakibatkanpelayananmenjadil
ambat, waktupelayanantidakefisien.
Sehinggaperlupeningkatankesadaranterhadapnilaidanpentingnyatupo
ksimasing-masingpegawai,
mengarahkanpegawaiuntukfokuspadatujuankelompokdanorganisasi,
bukanpadakepentinganpribadi,

sertamengembangkanpotensipegawaisecara optimal.

. Prosedur

Bahwatatacarapelayanan yang
dibakukanbagipemberidanpenerimapelayanan,
termasukpengaduanhendaklah
disampaikandengansecarajelasbaiksecaralanghsungmaupunmelalui
website
PengadilannegeriTulugagungsehinggamasyarakatdapatmemahami,
dantidakmenganggapsulit.

Persyaratan



Persyaratandalampengurusansuatujenispelayanan,
baikpersyaratanteknismaupunadministratithendaklahdisampaikanden
gansecarajelassehinggamasyarakatdapatmemahami,
dantidakmenganggapsulit.

6. Biaya/Tarif
HendaknyaBiaya/Tarif yang
dikenakankepadapenerimalayanandalammengurusdan/ataumemperol
ehpelayanandaripenyelenggara yang
besarnyaditetapkanberdasarkankesepakatanantarapenyelenggaradan
masyarakat disampaikanmelalui web-PN Pangkalan Bun, dan juga
di umumkan di papanpengumuman yang bisalangsung di
bacaolehpenerimalayanan.

7. ProciukSpesifikasiJenisPelayanan
Hendaknyadalammemberikanpenjelasan/pengertianpadamasyaraka
ttentangProciukspesifikasijenispelayanan/  hasilpelayanan  yang
diberikandanditerimasesuaidenganketentuan yang telahditetapkan,
sehinggamasyarakatdapatmemahamitidaksemuakeinginanmerekadap
atdipenuhi.

8. MaklumatPelayanan
Peningkatankesanggupandankewajibanpenyelenggarauntukmelaksa
nakanpelayanansesuaidenganstandarpelayanan, hendaklahlebih di
perhatikan.

9. SaranadanPrasana

SaranadanPrasanasebagaikelengkapanfasilitas di
lingkunganPengadilanNegeriPangkalan Bun yang
dapatdipergunakanolehmasyarakat, haruslebihditingkatkan,

denganmenjagakebersihan, perawatan, kerapian, dankeindahannya

agar masyarakatsebagaipenggunalayananPengadilanlebihnyaman.

DemikianLaporanTindakLanjutatas Monitoring
danEvaluasiSurveiHarianKepuasanMasyarakatBulanNovemberTahun 2022
padaPengadilanNegeriPangkalan Bun.



Pangkalan Bun, 30 November 2022
Mengetahui Panitera Muda Hukum
Ketua Tim Surv¢i

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.. M.H. HARIYANTO
NIP. 19880927 201101 1 005 NIP. 19750115 199403 1 002



